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ABSTRAK

(A)Nama : Zendy Sellyfio Ardiana (NIM: 205150067)

(B) Judul : Analisis Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan dalam Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan (Suatu Kajian
Perbandingan antara Pemerintah Daerah Kota Batu, Pemerintah Daerah Kota
Malang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang)

(C) Halaman : xii + 140 + 42 + 2019

(D)Kata kunci: Pemungutan BPHTB, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten
Malang, self assessment system

(E) Isi Abstrak:
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu
syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tanah dan/atau
bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sistem pemungutan BPHTB dilaksanakan
dengan menggunakan self assessment system, yang menuntut wajib pajak
untuk bersikap aktif dalam menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak
terutangnya. Kedudukan pemungut pajak hanya bersikap pasif, yaitu
melakukan pengawasan dengan cara penelitian dan pemeriksaan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari BPHTB. Akan tetapi, bagaimana
pelaksanaannya masih dipertanyakan apakah tata cara pemungutan BPHTB di
Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AUPB)? Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, metode penelitian
yang penulis gunakan ialah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian
ditemukan fakta bahwa di Kota Batu dan Kota Malang, penelitian dan/atau
pemeriksaan yang seharusnya dilakukan setelah wajib pajak membayarkan
pajak terutangnya, namun dilakukan sebelum wajib pajak dapat membayarkan
pajak terutangnya. Selain itu, di Kabupaten Malang, dibutuhkan stempel
penelitian agar Notaris/PPAT dapat menandatangani akta jual beli, meskipun
dalam peraturan perundang-undangan hanya dibutuhkan tanda bukti
pembayaran. Agar tata cara pemungutan BPHTB dapat diselenggarakan
dengan baik, penulis merekomendasikan supaya tata cara pemungutan BPHTB
di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah.
(F) Daftar Acuan : 42 (1945-2019)

(G) Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
(H) Penulis : Zendy Sellyfio Ardiana
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AUPB
Bapenda
BKD
BPHTB
BPKAD
BPN
BP2D
Dispenda
DPPKA
KBBI
KTP
KUHPer
NKRI
NPOP
NPOPTKP
PAD
PBB
PPAT

PPH

DAFTAR SINGKATAN

adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
adalah Badan Pendapatan Daerah

adalah Badan Keuangan Daerah

adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah Badan Pertanahan Nasional

adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah

adalah Dinas Pendapatan Daerah

adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah Kartu Tanda Penduduk

adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah Nilai Perolehan Objek Pajak

adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
adalah Pendapatan Asli Daerah

adalah Pajak Bumi dan Bangunan

adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah

adalah Pajak Penghasilan
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SKPDKB

SKPDKBT
SKPDLB
SKPDN
SPPT
SPR
SPTPD
SSPD
STPD
STTS
TBP

TP
UUPA

ZNT

adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
adalah Surat Pemesanan Rumah/Ruko

adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

adalah Surat Setoran Pajak Daerah

adalah Surat Tagihan Pajak Daerah

adalah Surat Tanda Terima Setoran

adalah Tanda Bukti Pembayaran

adalah Tempat Pembayaran

adalah Undang-Undang Pokok Agraria

adalah Zona Nilai Tanah

viii



Bagan 1
Bagan 2
Bagan 3
Bagan 4
Bagan 5
Bagan 6

Bagan 7

DAFTAR BAGAN

: Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kota Batu

. Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kabupaten Malang
: Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kota Malang

. Alur Rencana e-BPHTB di Kota Malang

: Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kota Batu

: Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kota Malang

: Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kabupaten Malang



Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

DAFTAR GAMBAR
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